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Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Kebijakan ini merupakan masukan bagi para pengambil kebijakan tentang Prolegnas tentang
perlunya revisi Undang-Undang (UU) Wabah penyakit Menular segera. Masukan umum berasal dari kajian
awal tentang pandemic yang sudah sedemikian rupa menelan korban sakit dan meninggal yang sangat
banyak namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam 3 T (festing, tracing dan treatment)
masih belum dikatakan baik. Setelah sebelumnya upaya karantina (prevent, detect, response)

di pintu negara gagal menahan laju penularan dan pada hari ini penularan terjadi pada hampir semua provinsi
dan kabupaten /kota dengan kecepatan yang sangat tinggi.

Tercatat, sejak Oktober 2013 sudah diajukan naskah akademik RUU Tentang Perubahan Atas
UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular oleh Prof. Dr. dr. Bambang Sutrisna, M.HSc
sebagai Ketua Pokja. Sejak saat dimasukkan naskah akademik tersebut. 7 tahun RUU ini mangkrak
sampai datangnya pandemi Covid-19 serta munculnya gugatan atas UU tersebut ke MK
Dengan perkembangan dan dinamika yang ada terkait pandemic maka
revisi UU Wabah Penyakit Menular perlu segera dilakukan.

Latar Belakang

Sebelumnya, peraturan yang paling banyak disebut
dalam penanganan wabah ini memang ada dua UU
yaitu yang mengatur tentang Karantina Kesehatan
serta yang mengatur tentang Penanggulangan
Bencana yaitu UU no 24 tahun 2007. Khusus yang
terakhir, pandemic dimasukkan sebagai bencana
non alam. Presiden Jokowi pada tanggal 30 Maret
meminta diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) yang mengacu pada
UU no 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan, menuju Darurat Sipil untuk menyikapi
kedaruratan kesehatan masyarakat. Istilah darurat
sipil baru disebutkan pasca rapat terbatas istana
presiden. Lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia
Nomor 1 /2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)
Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan.

Demikian juga PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19). Menurut penulis pilihan UU
Kekarantinaan Kesehatan sudah sangat tepat pada saat
diawal pandemic. Esensi dari UU Kekarantinaan
Kesehatan sendiri adalah untuk mencegah dan

menangkal penyakit baru untuk dapat keluar atau
masuk ke sebuah wilayah karena dianggap berpotensi
menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Dalam hal ini kapasitas dan kemampuan dalam
surveilans kesehatan dan respons menjadi hal yang
tidak terpisahkan dengan kekarantinaan kesehatan.
UU kekarantinaan wilayah sebagai turunan dari dari
International Health Regulations (IHR) tahun 2005
untuk menyikapi Public Health Emergency
International Concern (PHEIC) bekerja di area pintu
masuk dan keluar suatu negara.

Dalam kenyataannya UU wabah no 4/1984 sudah
out of date karena memang sudah banyak yang tidak
relevan dengan kondisi saat ini. Sementara UU yang
dipakai saat ini dalam menanggulangi pandemic
praktis hanya UU karantina, UU yang lain tidak
menyentuh permasalahan penanggulangan secara
khusus. Hanya ada titik temu di titik yang “masih jauh”.
Sementara pembagian tugas kewenangan daerah
dalam pandemic, komunikasi risiko dan banyak
hal lain belum tersentuh dengan UU karantina
no 6/2018.

Banyak hal-hal yang akhirnya berdasarkan
hasil pengamatan dilapangan menunjukkan hal —hal
yang kurang baik. Komunikasi risiko yang kurang baik
mneyebabkan banyak sekali ujaran yang tidak elok
terhadap nakes dan faskes.
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Table 1. Aspek Legislasi pada Penanganan Wabah di Indonesia

UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan | Karantina = mencegah | 1. to prevent, to | Relevan dan

Kesehatan dan menangkal | detect dan to | aplikatif di pintu
penyakit baru untuk | respond di pintu | negara dan
dapatkeluarataumasuk | masuk negara | wilayah pada
ke sebuah wilayah | /wilayah awal wabah
karena dianggap
berpotensi
menimbulkan . PSBB
kedaruratan kesehatan
masyarakat.
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